BAB IV
PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam tujuan khusus ada dua tahapan proses penyerahan pengelolaan
Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang yaitu tahap Pasar
Inpres dan tahap setelah Pasar Inpres. Pada tahap Pasar Inpres, penyerahan
pengelolaan Pasar Bandar Buat terjadi berdasarkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 Tentang Bantuan Kredit
Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Terdapat 2 versi dalam tahap Inpres
ini, yaitu versi pihak Nagari Lubuk Kilangan dan versi Pemerintah Kota
Padang. Pihak nagari Lubuk Kilangan beranggapan bahwa Pasar Bandar
Buat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kotamadya Padang
berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia. Penyerahan pasar ini
hanya bersifat sementara dan setélah:15 tahun Pasar Bandar Buat diserahkan
kembali pengelolaannya ke Nagari Lubuk Kilangan. Sedangkan pihak
Pemerintah Kota Padang berpendapat bahwa, Pemerintah Kotamadya
Padang mengelola Pasar Bandar Buat berdasarkan kebijakan pembangunan
pasar dengan menggunakan dana Inpres. Kemudian Pasar Bandar Buat
sudah menjadi milik Pemerintah Kotamadya Padang karena pemerintah

sudah melakukan pembangunan pada Pasar Bandar Buat tersebut. Adanya
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Instruksi Presiden ini menjadikan Pemerintah Kotamadya Padang memiliki
otoritas terhadap Pasar Bandar Buat, ditambah lagi dengan sistem
pembangunan pada saat itu yang bersifat Top Down. Di sisi lain, Pihak
Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kotamadya Padang juga
memiliki pemahanannya tersendiri terkait pembangunan Pasar Bandar Buat
pada tahapan Inpres.

. Setelah kebijakan Pasar Inpres, Nagari Lubuk Kilangan kemudian
mempertanyakan status Pasar Bandar Buat yang masih dikelola oleh
Pemerintah Kota Padang. Bersama Tim Terpadu Pasar Bandar Buat,
dihasilkan sebuah kesepakan bahwa, Pasar Bandar Buat tetap dikelola oleh
Pemerintah Kota | Padang dengan syarat Nagari Lubuk Kilangan
mendapatkan kompensasi dari hasil pengelolaan Pasar Bandar Buat oleh
Pemerintah Kota Padang. Pada tahapan ini Pemerintah Kota Padang
mengadakan pertemuan dengan niniak mamak Nagari Lubuk Kilangan
beserta KAN Lubuk Kilangan untuk membahas pengelolaan Pasar Bandar
Buat. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama
tentang pendayagunaan Pasar Bandar Buat.

Hasil kesepakatan antara Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota
Padang tidak berjalan dengan semestinya. Nagari Lubuk Kilangan
beranggapan bahwa, pihak nagari belum mendapatkan hasil dari
kompensasi pengelolaan Pasar Bandar Buat yang telah disepakati sebesar
60% untuk Pemerintah Kota Padang dan 40% untuk Nagari Lubuk

Kilangan. Selain itu, pemerintah juga tidak melakukan pembebasan tanah
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4.2

seluas 2000 M2 di belakang Pasar Bandar Buat. Sangat disayangkan bahwa
Pihak Nagari Lubuk Kilangan tidak memiliki dokumen terkait kesepakan
dengan Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan dokumen, pembagian hasil
kompensasi pasar terbagi dua, untuk hasil investasi sebesar 55% untuk
pihak pemerintah kota dan 45% untuk pihak nagari, kemudian untuk hasil
pengelolaan yaitu 75% untuk pikakipemerintah kota dan 25% untuk pihak
nagari. Pemerintah Kota Padang berpendapat bahwa tidak jalannya
kesepakatan dikarnakan pihak nagarilah yang telah melanggar kesepakatan
pembagian hasil pengelolaan Pasar Bandar Buat, pihak nagari tidak
menyetorkan pembagian hasil kepada pemerintah selama £3-4 tahun
lamanya. Sebelumnya pemerintah kota padang telah memberikan
kepercayaan kepada pihak nagari untuk mengambil hasil pengelolaan dan
kemudian diserahkan sebagian hasilnya kepada Pemerintah Kota Padang
sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian berdasarkan dokumen
kesepakatan Pemerintah Kota Padang dengan KAN Lubuk Kilangan,
persentase pembagian hasil pengelolaan Pasar Bandar Buat pun tidak sama

dengan yang disampaikan oleh Pihak Nagari Lubuk: Kilangan.

Saran

Dalam kesepakatan antara Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota
Padang hendaknya didukung dengan pemahaman yang sama agar tidak
terjadi kesalahpahaman baik itu dari Nagari Lubuk Kilangan maupun dari

Pemerintah Kota Padang.
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2. Dokumen kesepakan antara keduabelah pihak harus dimiliki oleh masing-
masing pihak dan disimpan dengan baik agar dapat diketahui oleh generasi
penerus dan tidak terkesan menyembunyikan bukti jika sewaktu-waktu
diklaim tidak terdapat dokumen yang tertulis.

3. Proses dalam menjalankan hasil kesepakatan harus disesuaikan kembali
berdasarkan dokumen; kesepakatan »bersama Pasar Bandar Buat yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak.
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